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ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ANTARA
ADVOKAT DAN KLIEN MENURUT KUHPERDATA
( STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI.)

TRIA SEPTIANA SARI

Hubungan hukum antara advokat dan klien dalam pemberian bantuan hukum
merupakan bentuk perjanjian jasa yang mengikat kedua belah pihak. Namun,
dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi, terutama dari pihak klien yang tidak
memenuhi kewajibannya, seperti pembayaran honorarium yang telah disepakati.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban klien
terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi serta upaya hukum yang dapat
dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yaitu
putusan No. 159/PDT/2017/PT.DKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk
pertanggungjawaban klien terhadap advokat dalam kasus wanprestasi meliputi
pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan penyelesaian melalui
pengadilan. Upaya hukum yang dapat ditempuh mencakup upaya non-litigasi
(mediasi dan negosiasi) serta upaya litigasi (somasi dan gugatan wanprestasi).
Selain itu, pengadilan juga dapat menjatuhkan sanksi hukum, seperti penyitaan
aset klien sebagai bentuk pemenuhan kewajiban. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata, khususnya dalam
memahami hak dan kewajiban advokat dan klien dalam perjanjian jasa hukum.
Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penyelesaian
sengketa, diharapkan hubungan antara advokat dan klien dapat berjalan lebih
profesional dan transparan.

Kata Kunci: Advokat, Klien, Wanprestasi, Pertanggungjawaban, KUHPerdata.
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ABSTRACT

ACCOUNTABILITY FOR THE ACCURRENCE OF DEFAULT IN LEGAL
AID AGREEMENTS BETWEEN ADVOCATES AND CLIENTS
ACCORDING OF THE CIVIL CODE

( CASE STUDY OF DECISION NO. 159/PDT/2017/PT.DKI.)
TRIA SEPTIANA SARI

The legal relationship between lawyers and clients in providing legal
assistance is a form of service agreement that binds both parties. However, in
practice, breaches of contract (wanprestasi) often occur, particularly when clients
fail to fulfill their obligations, such as paying the agreed attorney’s fees. This
study aims to analyze the client’s liability to the lawyer in cases of breach of
contract and the legal remedies available for dispute resolution under the
Indonesian Civil Code (KUHPerdata). This research employs a normative legal
method with a statutory approach and case study analysis, specifically focusing on
court decision No. 159/PDT/2017/PT.DKI. The findings indicate that client
liability in cases of breach of contract includes the fulfillment of obligations,
compensation for damages, contract termination, and legal dispute resolution
through court proceedings. Legal remedies consist of non-litigation efforts
(mediation and negotiation) and litigation processes (legal notice and breach of
contract lawsuits). Furthermore, courts may impose legal sanctions, such as the
seizure of the client’s assets, to ensure the fulfillment of obligations. This study is
expected to contribute to the development of civil law, particularly in
understanding the rights and obligations of lawyers and clients in legal service
agreements. By enhancing awareness of dispute resolution mechanisms, it is
hoped that lawyer-client relationships can be conducted more professionally and
transparently.

Keywords: Lawyer, Client, Breach of Contract, Liability, Indonesian Civil Code
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BAB1I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
advokat. Advokat adalah seorang profesional hukum yang memberikan jasa hukum
kepada klien, baik dalam bentuk konsultasi hukum maupun pembelaan di
pengadilan. Mereka memiliki peran penting dalam penegakan hukum, membela
hak-hak individu, serta membantu klien memahami dan menjalankan proses
hukum. Di Indonesia, seorang advokat harus memenuhi syarat-syarat tertentu,
seperti memiliki latar belakang pendidikan hukum, lulus ujian profesi advokat, dan
menjalani pelatihan atau magang sebelum bisa berpraktik secara resmi'. Advokat
berkewajiban menjaga segala informasi yang diperoleh dari kliennya, baik selama

menjalankan tugas maupun setelah hubungan kerja dengan klien berakhir. Peran
advokat dalam sistem hukum adalah:

1. Pemberi Bantuan Hukum
2. Konsultan Hukum

3. Mediator dan Negosiator
4. Penjaga Keadilan

5. Perwakilan Klien diPengadilan.?

! Andri Nurwandi et al. 2023. Evaluasi Etika Profesi Advokat dalam Pelayanan Hukum dan
Kepentingan Klien. Journal of law. Vol 2, No. 4. Hal 49.

2 Duwi Handoko. 2020. Pemberi dan Penerima Jasa Hukum di Indonesia. Pekan Baru: Hawa
dan Ahwa. Hal 5



Klien adalah individu, organisasi, atau perusahaan yang menggunakan jasa
seorang profesional, seperti advokat, konsultan, atau penyedia layanan lainnya,
untuk membantu menyelesaikan masalah tertentu atau memenuhi kebutuhan
spesifik mereka.> Dalam konteks hukum, klien merujuk kepada pihak yang
membutuhkan nasihat hukum atau pembelaan dari seorang advokat atau pengacara.

Hubungan antara advokat dan klien sudah dihitung sejak adanya kesediaan
klien untuk didampingi, Adanya penandatanganan surat kuasa, dan adanya
pendaftaran surat kuasa dipengadilan. Perjanjian antara advokat dan klien dianggap
sebagai perjanjian jasa. Hubungan advokat dan klien sangat didasarkan pada asas
kerahasiaan, klien sering kali memberikan informasi sensitif dan pribadi kepada
advokat mereka, sehingga advokat harus menjaga kerahasiaan klien*. Tanpa
kepercayaan ini, klien mungkin tidak akan terbuka, yang dapat menghambat
advokat dalam memberikan bantuan hukum secara optimal. Menurut Pasal 1233
KUHPerdata, perikatan lahir karena persetujuan (kontrak) atau karena undang-
undang. Dalam hal ini, kesepakatan di antara para pihak menciptakan kewajiban
dan hak yang harus dipatuhi. Perjanjian antara advokat dan klien adalah Perjanjian
yang mengatur hubungan hukum antara advokat dan kliennya. Perjanjian ini
mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak selama advokat memberikan
layanan hukum kepada klien, baik dalam hal konsultasi, pembelaan, atau

representasi di pengadilan.

3Risdalina. 2019. Hubungan Antara Advokat Dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata.
Jurnal Ilmiah "Advokasi”. Vol. 7, No. 1. Hal 10-11.

* Louis Immanuel Tarigan. 2021. Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat Kepada Klien
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Jurnal Rectum. Vol. 3, No.
2. Hal 488.



Perjanjian disebut sebagai persetujuan karena melibatkan kesepakatan antara
dua pihak atau lebih yang memiliki kehendak yang sama untuk mencapai tujuan
tertentu.’ Persetujuan ini menjadi fondasi utama dari suatu perjanjian karena tanpa
adanya kesepakatan antara para pihak, perjanjian tidak dapat dianggap sah. Dalam
hukum perdata, perjanjian ini dapat mengikat secara hukum dan menimbulkan hak
serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat.

Proses terjadinya perjanjian dimulai ketika seorang klien menghubungi
advokat untuk mendapatkan bantuan hukum, advokat akan menjelaskan jenis
layanan yang dapat diberikan dan biayanya, Setelah klien menyetujui syarat-syarat
tersebut, terjadilah kesepakatan awal. Pembuatan perjanjian kerja Sama antara
advokat dan klien dibuat dalam bentuk tertulis (surat kuasa khusus atau perjanjian
jasa hukum). Perjanjian ini memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk
ruang lingkup layanan yang akan diberikan oleh advokat, biaya yang harus

dibayarkan klien, dan jangka waktu pelaksanaan.®

Setelah  perjanjian
ditandatangani, klien memberikan kuasa kepada advokat untuk mewakilinya dalam
suatu perkara hukum. Dengan pemberian kuasa ini, advokat berhak bertindak atas
nama klien, baik dalam memberikan nasihat hukum, menyusun dokumen,
bernegosiasi, maupun bertindak dalam proses persidangan.” Kuasa ini biasanya

diberikan melalui surat kuasa khusus yang memuat ruang lingkup kewenangan

advokat, sehingga advokat dapat menjalankan tugas-tugas sesuai dengan

> Yudhi Widyo Armono. 2023. Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien dan
Penentuan Besaran Honorarium. Jurnal Justicia. Vol. 12, No. 1. Hal 76-77.

® Robby Yunianto Utama. 2023. Tinjaun Tentang Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pemberian
Kuasa Antara Advokat dan Klien. Jurnal Riset Indragiri. Vol. 2, No. 1. Hal 2.

7 Lisdiyono. 2019. Kapita Selekta Hukum Perdata. Malang: Setara Press



mandat yang diberikan. Selama terjadinya perjanjian klien harus membayar biaya
yang telah disepakati dalam perjanjian. Pembayaran ini bisa berupa uang muka atau
biaya berdasarkan hasil, tergantung kesepakatan awal.

Apabila salah satu pihak (dalam hal ini klien) tidak memenubhi perjanjian yang
telah disepakati dan tidak mematuhi kewajibannya maka pihak tersebut telah
dikatakan melakukan wanprestasi.® Apabila dalam suatu hubungan hukum
terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan,
baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan yang
disepakati dalam perjanjian, maka pihak yang gagal memenuhi kewajiban tersebut
dapat diajukan ke pengadilan dengan tuduhan wanprestasi untuk dimintai
pertanggung jawaban dengan pemenuhan kewajiban tersebut.’

Berbagai fakta hukum menunjukkan banyaknya kasus wanprestasi yang di
lakukan oleh klien terhadap advokat khususnya dalam hal Pembayaran jasa advokat
sebagimana telah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada waktu
awal perjanjian dibuat, salah satu contoh kasus yaitu pada kasus, antara penggugat
(advokat) dan tergugat I, tergugat II, tergugat III (klien), Bahwa penggugat
(advokat) diberi kuasa oleh para tergugat untuk menangani kasus sengketa waris
dengan janji pembayaran honorarium sebesar 150.000.000 dan tambahan success
fee sebesar 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah obejk sengketa. Namun,
tergugat hanya membayar Sebagian kecil honorarium yaitu Rp. 37.500.000, dan

menolak membayar success fee setelah kasus dimenangkan, para penggugat telah

8 Setiawan, 1. K. O. 2020. Hukum Perikatan. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal 19
 Sarwono. 2019. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal
305



memperingatkan melalui surat somasi ke 1 pada tanggal 01 April 2015 namun
tidak menunjukkan itikad baik, kemudian pada tanggal 20 April 2015 penggugat
kembali memperingati lewat surat somasi ke 2 namun tetap tidak ada itikad baik
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, para penggugat merasa dirugikan
karena tergugat tidak melaksankan kewajiban pembayaran yang disepakati,
meskipun telah memenangkan kasus sengketa waris yang telah ditangani,
perjanjian pembayaran tersebut dilakukan secara lisan, tanpa tertulis, namun
memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, dikarenakan tidak adanya
itikad baik dalam penyelesaian permasalahan tersebut maka penggugat mengajukan
gugatan kepada para tergugat atas dasar wanprestasi ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis sangat tertarik
untuk melakukan penelitian tentang “Pertanggung Jawaban Atas Terjadinya
Wanprestasi dalam Pemberian Bantuan Hukum antara Advokat dan Klien

menurut KUHPerdata”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal diatas, masalah yang terkait dengan penulisan
Proposal Skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban klien terhadap advokat apabila
terjadi  wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum menurut

KUHPerdata?



2. Apa saja Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat atau klien untuk
menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam pemberian bantuan

hukum?

C. Ruang Lingkup
Selaras dengan objek yang di teliti maka pembahasan masalah dibatasi
tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian bantuan hukum
menurut KUHPerdata, hubungan kontraktual antara advokat dan klien, definisi
wanprestasi, bentuk pertanggung jawaban, serta mekanisme penyelesaian jika

terjadi pelanggaran perjanjian tersebut sesuai KUHPerdata.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis bentuk pertanggung jawaban klien terhadap advokat
apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum menurut
KUHPerdata.

b. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat
atau klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam
pemberian bantuan hukum.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis:



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tanggung jawab
advokat dalam ranah wanprestasi dan hubungan hukum perdata
dalam pemberian bantuan hukum.

b. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

a. Manfaat untuk Masyarakat, penelitian ini memberikan wawasan
kepada Masyarakat tentang pentingnya memahami perjanjian
bantuan hukum jika terjadi wanprestasi, sehingga Masyarakat
lebih berhati-hati dalam memilih advokat dan membuat
perjanjian bantuan hukum.

b. Manfaat untuk para pihak, penelitian ini membantu advokat dan
klien memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian
bantuan hukum, termasuk mekanisme penyelesaian jika salah
satu  pihak melakukan wanprestasi, sehingga dapat
meminimalkan resiko sengketa.

c. Manfaat untuk aparat penegak hukum, penelitian ini menjadi
referensi dalam menangani kasus wanprestasi terkait perjanjian
bantuan hukum, khususnya dalam menganalisis bentuk
tanggung jawab hukum berdasarkan KUHPerdata, sehingga
dapat dijadikan pedoman dalam pengambilam Keputusan

hakim.



d. Manfaat untuk advokat, hasil penelitian ini dapat menjadi
pedoman bagi advokat dalam menjalankan profesinya agar lebih
berhati-hati dalam melaksankan kewajibannya kepada klien.

e. Manfaat untuk klien, klien dapat memahami pentingnya
memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati,

sehingga dapat menghindari pelanggaran.

E. Kerangka Konseptual

1.

Pertanggung jawaban adalah ketika perbuatan melawan hukum
terjadi saat seseorang atau subyek hukum melakukan kesalahan
yang merugikan para pihak lain. Kesalahan tersebut dapat
menimbulkan kewajiban bagi pihak yang bersalah untuk
bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang
dialami oleh pihak yang dirugikan. '

Wanprestasi adalah tidak terpenuhi atau gagal dalam melaksanakan
kewajiban sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian
antara advokat dan klien.!!

Bantuan hukum adalah layanan yang diberikan untuk membantu
individu atau kelompok yang menyewa jasa pengacara atau jasa
hukum lainnya dalam menghadapi masalah hukum dan memiliki

akses yang adil terhadap peradilan dan perlindungan hukum.'?

10 Mahlil Adriaman Et Al. 2024. Hukum Perdata. Padang: Cv Gita Lentera. Hal 79.

' Salim H S. 2022. Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 180

12 Darwis Manurung. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam
Penyelesian Perkara Perdata. Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 1. Hal 75-76.



4. Advokat merupakan seorang ahli hukum yang berprofesi dalam
memberikan layanan hukum kepada individu atau kelompok, baik
dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan.!> Mereka
bertugas untuk membela, mewakili, dan mendampingi klien dalam
berbagai kasus hukum, memastikan hak-hak mereka terlindungi,
serta memberikan nasihat hukum yang diperlukan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

5. Klien adalah pihak, baik individu,atau kelompok, yang
memanfaatkan  jasa seorang advokat untuk membantu
menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan
hukum.'* Klien dapat mencari bantuan advokat dalam rangka
mendapatkan nasihat hukum, pendampingan dalam proses litigasi,
atau representasi di depan pengadilan, dengan tujuan melindungi
hak-hak mereka serta menyelesaikan konflik atau sengketa sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. KUHPerdata atau hukum perdata adalah aturan yang mengatur
hubungan antar individu atau pihak-pihak dalam lingkup privat.
Hukum ini berfokus pada kepentingan pribadi setiap orang, dan
mengatur hak-hak serta kewajiban mereka dalam interaksi sosial dan

transaksi yang bersifat pribadi atau non-publik.'> Hukum perdata

13 Fajlurrahman Jurdi. 2022. Etika Frofesi Hukum. Jakarta: Kencana. Hal 228.

“Putra I. Arjaya I. Ujianti N. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Dan Klien Dalam
Penyelesaian Perkara Perdata. Jurnal Kontruksi Hukum. Vol. 2, No. 3. Hal 602.

15 Ardi F, Mabrur M, A. V. 2021. Sejarah Dan Kekuatan Hukum Perdata Islam Di Indonesia.
Law & Justice Review Journal. Vol. 1, No. 1. Hal 7.
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juga dikenal sebagai hukum privat materiil karena mencakup
seluruh ketentuan yang berkaitan dengan urusan perseorangan, baik

itu dalam bidang keluarga, harta benda, perjanjian, maupun warisan.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

1.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Asita Mugi Handayani

(2020), Fakultas Hukum Universitas Islam PekanBaru, “PENYELESAIAN

SENGKETA ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN BERDASARKAN

KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

(STUDI KESEPAKATAN ADVOKAT TONNY DENGAN WAGINA

SELAKU KLIEN DI KAB. SIDOARJO)”, Penelitian ini membahas

wanprestasi dalam konteks kesepakatan bersama antara advokat dan klien

terkait pembagian hasil penyelesaian sengketa, dengan studi kasus pada

putusan No. 128/Pdt.G/2016/PN.SDA. Penelitian ini menggunakan

pendekatan normatif dengan analisis dokumen kesepakatan dan putusan

pengadilan.

Rumusan masalah:

1).Bagaimana terjadinya wanprestasi terhadap penyelesaian sengketa
advokat dan klien berdasarkan kesepakatan bersama?

2.)Bagaimana pertanggungjawaban para pihak dalam penyelesaian sengketa
tersebut?

Penelitian dalam bentuk skripsi yang di tulis oleh Johan Pangihutan Sinaga

(2020), Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning PekanBaru,
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“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBERIAN SUCCES FEE ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN DI
KOTA PEKANBARU?”, Penelitian ini berfokus pada wanprestasi dalam
konteks perjanjian pemberian success fee antara advokat dan klien,
khususnya di wilayah Pekanbaru. Dengan pendekatan empiris, penelitian
ini menggambarkan praktik penyelesaian sengketa terkait wanprestasi
dalam perjanjian tersebut.

Rumusan Masalah:

1). Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian
Succes Fee Antara Advokat Dengan Klien di Kota Pekanbaru?

2). Apakah hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian
Pemberian Succes Fee Antara Advokat Dengan Klien di Kota Pekanbaru
?

3). Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian Succes Fee
Antara Advokat Dengan Klien di Kota Pekanbaru ?

. Penelitian dalam bentuk skripsi yang di tulis oleh Radian Hamzah Nugraha

(2022), Fakultas Hukum Universitas Pasundan, “TANGGUNG JAWAB

HUKUM KLIEN TERHADAP PEMBAYARAN TARIF ADVOKAT ATAS

PERIKATAN JASA  HUKUM  DIHUBUNGKAN  DENGAN

KUHPERDATA JO. UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003

TENTANG ADVOKAT”, Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung

jawab hukum klien terhadap pembayaran honorarium advokat, dengan
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menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada KUHPerdata dan

Undang-Undang Advokat.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur hubungan advokat dengan
klien ?

2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara
advokat dengan klien ?

3. Bagaimana sebaiknya penyelesaian sengketa atas kewajiban klien
membayar honorarium terhadap advokat ?.

Berdasarkan review studi penelitian diatas maka penelitian penulis
ini berfokus pada analisis wanprestasi dalam perjanjian pemberian
bantuan hukum secara umum, tanpa membatasi pada jenis perjanjian
tertentu seperti success fee atau kesepakatan pembagian hasil.

Penelitian ini juga mengangkat studi kasus pada putusan No.

159/PDT/2017/PT.DKI untuk menyoroti hak dan kewajiban para pihak

serta mekanisme penyelesaian hukum dalam konteks KUHPerdata.

Rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban klien terhadap advokat
apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum
menurut KUHPerdata?

2. Apa saja Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat atau
klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam

pemberian bantuan hukum?
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G. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui
studi Pustaka, Dimana data sekunder duganakan sebagai bahan utama un
utuk penelitian. Proses ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan-
peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti.
Jenis penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan
atau [library research, karena berfokus pada sumber data sekunder.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang
mengatur tentang wanprestasi dalam hubungan hukum antara advokat dan
klien berdasarkan KUHPerdata.'®
Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber
data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari:
- Bahan hukum primer: Peraturan perundang-undangan yang relevan,
seperti KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi antara

advokat dan klien.”

16

Iman Jalaludin Rifa’i Et Al 2023. Metodologi Penelitian Hukum. Banten:

Ptsadakurniapustaka. Hal 6-8
17 Djulacka & Devi Rahayu. 2019. Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. Surabaya:
Scopindomediapustaka. Hal 36
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- Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya
yang membahas mengenai wanprestasi, tanggung jawab advokat, dan
perjanjian dalam bantuan hukum.'®
- Bahan hukum tersier : Ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta
dokumen penunjang lainnya yang memberikan pemahaman tambahan
tentang konsep-konsep hukum yang dianalisis. "
3. Teknik Pengumpulan Data
Studi kepustakaan (Library Research): Data dikumpulkan melalui
kajian literatur terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Penelitian ini
tidak memerlukan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan
berfokus pada dokumen hukum yang ada.?°
4. Analisis Data
Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara
(kualitatif), dengan cara menginterpretasikan dan menguraikan isi dari
peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berlaku.
Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan mengenai
wanprestasi dan tanggung jawab advokat diatur dalam KUHPerdata dan

peraturan terkait lainnya.?!

18 David Tan. 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam
Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Jurnal I[Imu Pengetahuan Sosial. Vol. 8, No. 8. Hal 2468.

19 Kristiawanto. 2024. Pengantar Mudah Mmemahami Metode Penelitian Hukum. Nas Media
Indonesia. Hal 44.

20 Kornelius Benuf & Muhammad Azhar,. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal gema keadilan. Vol. 7, No. 1. Hal
26.

2! Sumarna & Kadriah. 2023. Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. Jurnal Serambi
Hukum. Vol. 16, No. 02. Hal 109.
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H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi terdiri dari empat bab yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab 1 ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang
Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review
Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika
Penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab II ini disajikan tentang, Tinjauan Umum Tentang Pertanggung
Jawaban, . Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi, Tinjauan Umum
Tentang Perjanjian Pemberian Bantuan Hukum, Tinjauan Umum
Tentang Advokat dan Klien.
BAB III PEMBAHASAN
Pada bab III ini membahas mengenai, bentuk pertanggungjawaban klien
terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan
hukum menurut KUHPerdata dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
advokat atau klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam
pemberian bantuan hukum.
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